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Salah satu upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika secara ilegal adalah melalui pemidanaan terhadap pelaku
tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).
Mayoritas tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli (PN Sigli) adalah tindak pidana Pasal 111
s/d 116 UU Narkotika dan pidana yang dijatuhkan terhadap kasus-kasus tersebut adalah kumulasi pidana penjara dan denda dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada
narapidana Narkotika di wilayah hukum PN Sigli yang membayar denda, semuanya memilih menjalani pidana penjara pengganti
denda.
Tujuan penulisan tesis ini untuk menjelaskan sejauh mana keadilan dapat tercapai dalam kumulasi pidana penjara dan denda
terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta efektivitas pidana denda tersebut di wilayah hukum PN Sigli.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
sosiologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi pidana penjara dan denda dalam UU Narkotika tidak sesuai dengan konsep keadilan
sebagai keseimbangan dan proporsionalitas. Ketidakproporsionalan dalam UU tersebut mengakibatkan implementasinya menjadi
tidak efektif karena nominal denda yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sangat tinggi, bahkan pidana denda
dalam UU Narkotika 10 (sepuluh) lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa.
Disarankan kepada para akademisi ilmu hukum untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai sistem pidana denda. Dan
disarankan kepada Komisi III DPR RI agar menghapuskan ketentuan pidana denda minimum dan maksimum dalam UU Narkotika
dan menggantikannya dengan ketentuan pidana denda yang lebih aplikatif.
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THE PUNISHMENT BY FINE PENALTY IN THE CASES 
OF NARCOTICS CRIMINAL ACT





One of the Government's efforts to eradicate illegal circulation of narcotics is through the punishment to the narcotics crime
perpetrators as stipulated in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics (Narcotics Law). The majority of narcotics crimes occured in
Sigli District Court (PN Sigli) jurisdiction are criminal acts of Articles 111 to 116 of Narcotics Law and the punishments imposed
on such cases are the cumulation of imprisonment and fines penalty with a provision if the fine is not paid then replaced with
imprisonment. However, until today there are no narcotic inmates in PN Sigli jurisdiction did paid the fines, all of them chose to
serve imprisonment as replacement of the fines.
The purpose of this thesis is to explain the extent to which justice can be achieved in the cumulation of imprisonment and fines
penalty against the perpetrators of narcotic criminal acts, and the effectiveness of the fines in PN Sigli jurisdiction.
This type of research is empirical juridical research using statute approach and sociological approach.
The results show that the cumulation of imprisonment and fines in the Narcotics Law is not in tune with the concept of justice as
balance and proportionality. Disproportionality in the Narcotics Law resulted in its implementation being ineffective because the
fines that were threatened against narcotics perpetrators were very high, even the fines penalty in the Narcotics Act is 10 (ten) ranks
higher when compared with the penalty of fines that is threatened against the perpetrators of corruption crime which is an
extraordinary crimes.
It is recommended to law academics to research in more depth about the fine penalty system. And it is suggested to Commission III
of DPR RI to erase minimum and maximum fines penalty rules in Narcotics Law and replace it with more applicable fines penalty
rules.
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